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ABSTRAK 

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

(PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

 

Silvia Hijrah Wahyuni 

Akuntansi  

Silviahijrah06@gmail.com 

 

Permasalahan pada penelitian ini adalah belum tercapainya target Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil, sering terjadi penghindaran pajak, penerimaan Pajak 

bumi dan bangunan masih kurang efektif dan kurangnya kontribusi Pajak Bumi 

dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Penerimaan pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada badan pengelolaan keuangan 

kabupaten aceh singkil tahun 2017 sampai dengan 2021, menganalisis seberapa 

besar kontribusi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten aceh singkil dan untuk 

menganalisis upaya dalam mengurangi penghindaran pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan. Jenis  penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas 

penerimaan PBB-P2 tahun 2017 s/d 2021 > 75 % sehingga termasuk dalam 

kriteria tidak efektif. Besarnya kontribusi PBB-P2 tahun 2017 s/d 2021 dengan 

persentase hanya mencapai rentang 0-10% sehingga termasuk dalam kriteria 

sangat kurang berkontribusi terhadapat Pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh 

Singkil. Upaya agar tidak terjadi penghindaran Pajak adalah memberikan 

sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak, meningkatkan 

efektivitas penyuluhan dan Berupaya untuk efektif dalam melakukan 

pemeriksaan, pendataan, dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi 

kecurangan atau penghindaran pajak. 

 

 

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,Pendapatan 

Asli Daerah 
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ABSTRACT  

Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB-P2) in 

Increasing Regional Original Income at the Kabupeten Aceh Singkil Regency 

Financial Management Institution 

 

Silvia Hijrah Wahyuni 

Accounting 

Silviahijrah06@gmail.com 

The problems identified in this research were that the target of rural and urban 

land and building tax had not been achieved at the Kabupaten Aceh Singkil 

Financial Management Institution, tax evasion often occurred, land and building 

tax receipts were still ineffective, and the lack of land and building tax 

contribution to Kabupaten Aceh Singkil's original revenue. This research aimed to 

analyze the effectiveness of rural and urban land and building tax receipts at 

Kabupaten Aceh Singkil Financial Management Institution in 2017 to 2021; to 

analyze the size of the contribution of rural and urban land and building tax 

revenues in increasing regional original income in Kabupaten Aceh Singkil; and 

to analyze the effort to reduce land and building tax evasion in rural and urban 

areas. This research employed quantitative descriptive research, with data 

collected through documentation and interviews. The descriptive data analysis 

technique was used in this research. The results showed that the effectiveness of 

PBB-P2 acceptance in 2017 to 2021 was > 75%, so it was included in the 

ineffective criteria. The magnitude of PBB-P2 contribution from 2017 to 2021, 

with the percentage only reaching the range of 0-10%, so it was included in the 

criteria for contributing very little to Kabupaen Aceh Singkil’s original revenue. 

Efforts to prevent tax evasion included providing taxpayers with socialization or 

direct supervision, increasing the effectiveness of counseling, and striving to be 

effective in conducting audits, data collection, and direct collection in order to 

prevent fraud or tax evasion from occurring again. 

 

Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original Income 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat  dipisahkan 

untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak 

telepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yan dimiliki 

oleh daerah tersebut. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari 

kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan 

kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiyaai pemerintah dan 

pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. Sejak berlakunya Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota 

sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya 

sendiri untuk mengelola sumber daya dan  potensi yang dimilikinya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Sumber Pendapatan suatu negara terdapat dari berbagai sumber, salah satunya 

yaitu berasal dari penerimaan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah, 

sehingga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pajak. 

Namun dalam proses penerimaan pajak sering mengalami kendala dan berbagai 

masalah seperti, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak, serta penghindaran pembayaran pajak sangatlah banyak terjadi 

di beberapa tahun terakhir ini. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar 

sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian 
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Indonesia. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam (Hanum et al., 2018) ,Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hasil dari 

pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiyaan nasional. 

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah  yang dipisahkan, 

dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

suatu cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan 

potensi-potensi yang ada pada suatu daerah tersebut untuk dijadikan  pendapatan 

bagi daerahnya.  

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib 

pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Salah satu pajak daerah yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita 

yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk 

kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 PBB-P2 dilimpahkan pemerintah Pusat 

ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan 
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Menteri Dalam Negeri Nomo :213/PMK/07/2010, Nomor 58 tahun 2010 tentang 

Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah..  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan /atau bangunan yang 

dimiliki,dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang 

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah kontribusi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peraian pedalaman 

dan/atau laut. 

Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) melalui Badan Pengeloaan Keuangan, perlu diketahui pula tingkat 

efektifitas dan kontribusi peneriman PBB-P2  terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut T. Hani Handoko dalam (Lubis, 2018) “Efektifitas merupakan 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu efektifitas dalam 

penerimaan realiasi harus tercapai sesuai target,karena ketika tercapainya 

efektivitas tersebut maka tujuan yang diinginkan isntansi atau badan tercapai 

dengan baik. Sedangkan Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

sumbangan atau uang iuran. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan pengeloaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) memiliki target yang telah 

ditetapkan  sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasinya tidak 

pernah mencapai target dan/atau jauh dari target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah Kabupaten dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak 

membayar pajaknya, belum ada perbaikan dari semenjak pengalihan , dan kurang 

efektifnya petugas dalam melakukan pemungutan . Berikut ini adalah data Jumlah 

Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Aceh Singkil : 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Jumlah WP yang 

Terdaftar 

Jumlah WP yang 

membayar 

Jumlah WP yang 

tidak Membayar 

2017 34.598 4.325 30.273 

2018 36.971 5.124 31.847 

2019 37.335 8.688 28.647 

2020 33.664 8.307 25.357 

2021 36.799 4.698 32.101 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahunnya jumlah wajib 

pajak yang membayar sangat sedikit dari pada jumlah wajib pajak yang terdaftar, 

artinya masih kurangnya kesadaran masyarat sehingga banyak wajib pajak yang 

menghindar dan tidak mau membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Badan 

pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, sehingga realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Aceh 

singkil setiap tahunnya  sangat minim. Berikut adalah data target dan realisasi 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017-2021 

: 



5 

 
 

 

Tabel 1.2 

Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

 

2017 750.000.000 261.639.581 34,89 % 

2018 3.000.000.000 655.115.771 21,84 % 

2019 2.000.000.000 701.714.063 35,09 % 

2020 1.300.000.000 882.810.636 67,91 % 

2021 1.900.000.000 847.130.696 44,59 % 

      Sumber:Bidang Pendapatan(Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil) 

Dari tabel diatas, realisasi penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017-

2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan persentase yang 

mengalami fluktuasi dan jauh dari 100% sehingga dapat dikatakan penerimaan 

PBB-P2 kurang efektif setiap tahunnya. 

  Dari data yang telah disajikan dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  dari tahun 2017-

2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalaan ini 

menunjukkan bahwa kurang efektifnya dalam merealisasikan Penerimaan PBB-P2  

sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak 

yang mengindar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

Hal ini dapat mempengaruhi besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh singkil. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2017-2021: 
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Tabel 1.3 

Data Target dan Realisasi  Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Sumber:Bidang Pendapatan(Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil) 

Berdasarkan tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh 

Singkil tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi 

persentasenya mengalami fluktuasi dan masih kurang dari target yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.  

Secara keseluruhan dari data yang diperoleh Badan pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) merupakan pajak yang targetnya paling tinggi kedua dari pajak daerah 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwan PBB-P2 harusnya memiliki potensi yang 

besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Tetapi 

kenyataanya, pencapaian realisasi tidak pernah mencapai target yang telah 

ditetapkan, karena masih banyak nya wajib pajak yang selalu menghindar dan 

tidak membayar pajak yang telah ditetapkan,sehingga penerimaaan PBB-P2 

sangat minim . 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

 

Kurang 

2017 55.221.221.044 

 

43.566.182.848 

 

78,89% (11.655.038.195) 

 

2018 75.934.626.616 45.273.790.094 59,62 % 

 

(30.660.836.521) 

2019 57.776.611.716 45.345.333.998 78,50 % 

 

(12.422.277.717) 

2020 54.220.778.866 46.159.844.475 85,13 % 

 

(8.060.934.390) 

2021 62.354.932.666 50.632.711.578 80,74 % 

 

(11.722.221.087) 
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Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul“Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Sering terjadi Penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil 

3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabuaten Aceh Singkil masih kurang 

Efektif. 

4. Kurangnya Kontribusi PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah dalam penelitian ini maka terdapat 

pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan 

kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) tahun 2017-2021 pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 
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1.4 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan(PBB-P2)pada Badan Pengeloaan Kabupaten Aceh Singkil  

tahun 2017 sampai dengan 2021 ? 

2. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan(PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 ? 

3. Bagaimana tidak terjadi lagi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengeloaan 

Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 . 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 

sampai dengan 2021. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya dalam mengurangi 

penghindaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah dibidang 

Akuntansi Perpajakan, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Bagi Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil , hasil 

penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam 

usaha meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

3. Bagi Pihak Lain , hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi 

dalam penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pajak  

 Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan 

yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang 

dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan 

tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu ada beberapa 

pengertian pajak menurut Undang-Undang ,dan menurut para ahli dalam bidang 

perpajakan yang pada dasarnya memiliki arti yang sama . 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 : “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

 Menurut Prof. Dr.  Rochmat Soemitro,S.H  dalam  (Hanum et al., 2018) 

mendefenisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  
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 Pajak sangatlah berperan penting untuk menjaga akan stabilnya negara 

seperti kesejahteraan bagi warga negaranya karena terdapat proses timbal balik 

antar pemerintah sebagai dinamisator dan stabilitator untuk mewajibkan pajak 

kepada setiap warga negaranya untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa.(Dahrani & Ramadhan, 2021). 

 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas negara yang dipungut oleh pemerintah 

berdasakan Undang-Undang sehingga bersifar memaksa dengan tidak mendapat 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. 

a) Ciri-ciri pajak  

Menurut (Hanum et al., 2018)terdapat ciri-ciri pajak yaitu: 

1. Iuran wajib pajak kepada negara 

2. Dapat dipaksakan 

3. Berdasarkan uandang-undang 

4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi langsung 

5. Digunakan untuk kepentingan umum(Pengeluaran pemerintah untuk 

kemakmuran rakyat 

6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

b) Fungsi Pajak 

Menurut (Hanum et al., 2018)terdapat dua fungsi pajak yaitu  

1. Fungsi budgetair atau sumber keuangan( anggaran) negara artinya pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contoh : pajak sebagai 

primadona penerimaan negara. 
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2. Fungsi regularend atau pengatur artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi Contoh penerapan pajak sebagai pengatur yaitu pajak yang 

dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif 

pajak ekspor 0 %. 

3. Fungsi Redistribudi atau pemerataan/ penyaluran kembali. 

 

c) Pengelompokan Pajak  

Menurut (Hanum et al., 2018) terdapat beberapa pengelompokan pajak yaitu  

1) Menurut golongannya  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak  dan tidak dapat dibebankan /dilimpahkan pada orang lain. 

Contohnya PPh 

b. Pajak tidak langsung ,yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan /dilimpahkan pada orang lain contohnya PPN 

2) Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, berdasarkan pada subjek dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak  

b. Pajak objektif ,berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak  

3) Menurut lembaga  

a. Pajak Pusat ,yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. 

Contohya Pajak penghasilan,pajak pertambahan Nilai ,Pajak bumi 

b. Pajak Daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak 
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kendaraan bermotor,Pajak hiburan,Pajak hotel,Pajak restoran, Pajak 

bumi dan bangunan, Pajak parkir, dan Pajak penerangan jalan. 

d) Asas Pemungutan Pajak 

Menurut (Hanum et al., 2018) asas pemungutan pajak yaitu: 

1) Asas tempat tinggal (domisili) yaitu : pengenaan pajak yang 

didasarkan atas tempat tinggal wajib pajak  

2) Asas kebangsaan yaitu :pengenaan pajak yang didasarkan pada 

kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang 

3) Asas Sumber ,yaitu: pengenaan pajak yang didasarkan pada 

penghasilan WP. 

e) Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut (Hanum et al., 2018)terdapat beberapa sistem pemungutan pajak 

yaitu : 

1) Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak dimakna 

fiskus /petugas pajak yang diberi wewenang penuh untuk menghitung 

berapa besarnya hutang pajak 

2) Self Assesment System , adalah sistem pajak dimana wajib pajak  

diberi wewenang penh untuk menghitung berapa besarnya hutang 

pajak 

3) Wthholding System, pihak ketiga diberikan wewenang untuk 

menghitung ,memungut,dan menyetorkan utang pajak 

4) Kerjasama antara WP dengan Fiskus, wajib pajak yang menghitung 

besarnya utang pajak,fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang 

pajak tersebut. 
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f) Hambatan Pemungutan Pajak  

Menurut(Hanum et al., 2018)terdapat dua  hambatan  pemunguntan pajak :  

1) Perlawanan pasif ,disebabkan oleh : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat 

c. Sistem control yang tidak dapat dilakukan dengan baik 

2) Perlawanan Aktif , merupakan usaha atau perbuatan yang secara 

langsung untuk menghindari pajak . 

a. Tax Avoidance 

b. Tax Evasion  

 

g) Tarif Pajak 

Menurut (Hanum et al., 2018) terdapat beberapa macam tarif pajak yaitu:  

a. Tarif  Pajak Proposional (sepadan/sebaning) 

Yaitu tariff pajak menggunakan persentanse tetap berapapun jumlah 

yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya : Tarif PPN 10% 

b. Tarif Pajak Degresif (menurun)] 

Yaitu tarif pajak menggunakan persentase semakin kecil dengan 

semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. 

c. Tarif Pajak Progresif (meningkat ) 

Yatu tarif pajak yang persentase pemungutannya semakin meningkat 

dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan sadar pengenaan. 
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2.1.2 Penerimaan Pajak 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, Penerimaan Pajak 

adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan pajak dalam 

Negeri dan pendapatan Pajak Perdagangan internasional. Penerimaan Pajak 

Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan 

Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan 

bangunan ,pendapatan cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan pajak 

perdagangan internasional adalah semua penerimaa negara yang berasal dari 

pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. 

 Menurut John Hutagaol (2007) “Penerimaan pajak adalah sumber 

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat 

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat. 

 Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah 

pendapatan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. 

2.1.3 Pajak Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Daerah, yang disebut Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang berisfat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
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 Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan olehh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. (Ismail, 

2018) 

 Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah (Saputro & Sudjana, 2021) 

 Pajak Daerah adalah iuaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan undang–undang yang berlaku yang digunakan untuk 

membiyai pembangunan daerah (Hanum, 2010) 

 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak 

Daerah adalah  Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran daerah. 

a. Ciri-ciri Pajak Daerah  

Ciri-ciri Pajak Daerah sebagai berikut : 

1. Dipungut oleh pemerintah ,berdasarkan Undang-Undang serta atiran 

pelaksanaannya. 

2. Dipungut apabila ada suatu kedaan, kejadian dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak. 
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3. Hasil penerimaan Pajak Daerah harus masuk masuk kepada kas 

daerah  

b. Jenis  Pajak Daerah  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  menyatakan bahwa 

Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Pajak Provinsi , terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaan 

e) Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Hiburan 

c) Pajak Restoran 

d) Pajaka Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Ait Tanah 

i) Pajak Burung Walet 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

k) Pajak Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan 

 



18 

 
 

2.1.4 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Adalah Pajak Negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan /atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undag Nomor 12 Tahun 1994. PBB Adalah pajak yang 

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 

objek yaitu bumi/tanah dana tau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 

membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Hanum et al., 2018). 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perdesaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki,dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan 

pertambangan.  

 Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor 

perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan,perhutanan,dan pertambangan. 
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a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

4. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil No.12 Tahun 2019 tentang 

Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkebunan,Perhutanan,dan Pertambangan di Kabupaten. 

 

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012   

Pasal 3 sebagai berikut :  

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi 

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

2. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :  

a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;  
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b)  Jalan tol;  

c) Kolam renang; 

d)  Pagar mewah; 

e) Tempat olah raga; 

f)  Galangan kapal, dermaga; 

g)  Taman mewah;  

h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;  

i)  Menara . 

3. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan  

a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan;  

b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  

c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

dengan itu;  

d)  Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;  

e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat bedasarkan 

asas perlakuan timbal balik; dan  

f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  
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4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak  

 

c. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Banguna  Perdesaan dan 

Perkotaan 

 Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 

Pasal 4 sebagai berikut : 

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh atas Bangunan. 

2.  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai 

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.  

d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  

 Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 

Pasal 5 sebagai berikut : 

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP (nilai jual 

objek pajak).  

2.  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 

(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat diterapkan setiap 

tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.  
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3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Kepala Daerah.  

e. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

 Menurut (Hanum et al., 2018) Besarnya tarif Pajak Bumi dan bangunan 

adalah 0,5 %.  Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 

2012 Pasal 6 tarif PBB-P2 adalah sebagai berikut : 

1. Untuk NJOP Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) 

pertahun.  

2. Untuk NJOP Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol 

koma seratus lima puluh persen) pertahun.  

3.  Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) pertahun. 

f. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

PBB-P2 =  Tarif Pajak x (NJOP-NJOPTKP) 

 

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 tentang Perimbangan 

Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  menyataan bahwa 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut sebesar 

Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan “. 
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ,Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarakan peraturan daerah sesuai 

dengan perundang-undangan , bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari 

hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengeloaan Kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

 Menurut Halim dalam (Abdullah, 2016a), Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan 

perundang-undangan. 

 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah penerimaan yang  diperoleh daerah dari sumber ekonomi 

yang dipungut berdasarkan aturan perundang-undangan. 

2.1.6 Efektivitas  

 Menurut Mahmudi dalam (Hafsah, 2021), Efektivitas merupakan 

hubungan antara outout dengan tujuan terhadap pencapaian tujuan,maka 

semakin besar efektif organisasi, program atau kegiatan, efektivitas bertujuan 

untuk mengatur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. 

Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100 %. 

 Kemampuan daerah dalam menjalanakan tugas dan tujuannya 

dikategorikan efektif apabila rasio mencapai 100%  (Sinambela, 2015). 

  



24 

 
 

 Berdasarkan defenisi diatas bahwa efektivitas mempunyai hubungan 

timbal balik antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output maka 

semakin efektif suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk menentukan 

tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Adapun rumus 

perhitungan efektifvitas adalah sebagai berikut : 

 

 

 
Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektifitas PBB-P2 

dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh , maka 

semakin besar tingkat keberhasilannya. 

Tabel 2.1 

Interprestasi Nilai Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90-99% Cukup Efektif 

79- 89 % Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif  

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 

(dalam Lubis, 2018) 

 

 Interprestasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentasi apabila 

kurang dari 75% maka termasuk kategori tidak efektif, 79-89% termasuk dalam 

kategori Kurang Efektif, 90-99% termasuk kategori Cukup Efektif, 100% 

termasuk dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam 

kategori sangat efektif. 

 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2
𝑥 100% 
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2.1.7 Kontribusi 

 Kontribusi menurut KBBI adalah iuran, sumbangan serta kontribusi yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar kontribusi 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2). 

Saat sumber penerimaan PPB-P2 tinggi serta mampu dioptimalkan secara baik 

maka kontribusi akan mengalami peningkatkan atas Pendapatan Daerahnya, 

menurut Lintong  dalam (Sachintania et al., 2021) 

 Menurut Handoko dalam (Abdullah, 2016b) “Analisis Kontribusi Pajak 

daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap 

pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah. 

 Menurut Rima dalam (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021) Kontribusi 

ialah suatu hal yang disumbangkan untuk tujuan biaya maupun kerugian 

tertentu maupun bersama, Untuk mengetahui kontribusinya digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Untuk menilai kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan 

penerimaan pajak secara lebih rinci digunakan kriteria yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 

 

Kontribusi  = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100% 
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Tabel 2.2 

Klasifikasi  Kriteria Kontribusi 

 

 

 

 

 
               

 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 

 (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021) 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian Terdahulu yang digunakan peneliti sebagai perbandingan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel. 2.3 

Penelitian Terdahulu 
No Nama  dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Model  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  Fidiyaningtyas& 

Ardyan Firdausi 

Mustoffa. 

Jurnal Ekonomi, 

Manajemen dan 

Akuntansi 

(2021). 

Analisis Efektifitas 

dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

Bumi dan Banguna 

Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Diponogoro. 

Deskriptif  

Kuantitatif 

Hasil perhitungan tingkat 

efektivitas Penerimaan PBB-

P2 dikabupaten Ponorogo 

pada tahun 2015-2019 

menunjukkan tingkat 

efektivitas yang sangat 

efektif,maka Kabupaten 

Ponorogo dinyatakan sangat 

berhasil merealisasikan PBB-

P2 dengan baik. Hasil 

perhitungan kontribusinya 

terbilang rendah karena 

termasuk dalam kriteria 

kurang. 

2. Ane 

Sachintania, 

Devi Fujianti 

Gunardi. Jurnal 

E-Bis.(2021) 

Analisis Efektifitas 

dan Kontribusi Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan(PBB-P2) 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Kab.Bandung 

Kuantitatif

Deskriptif 

Tingkat Efektifitas dari PBB-

P2 Kab.Bandung 

menunjukkan tingkat 

efetifitas sangat 

efektif,dimana periode tahun 

2016 – 2020 tingkat 

efektifitasnya diatas 100%. 

Kontribusi PBB-P2 terhadap 

PAD setiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang 

disebabkan oleh realisasi 

PAD serta PBB-P2 telah 

mencapai target. 

Persentase  Kriteria 

0,00% - 10% Sangat Kurang 

10,10%- 20 % Kurang 

20,10% - 30 % Sedang 

30,10% - 40 % Cukup Sedang 

40,10% - 50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 
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3. Putri Kemala 

Dewi Lubis. 

Jurnal 

Akuntansi, 

Keuangan 

&Perpajakan. 

(2018) 

Analisis Penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan pada 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Medan 

Deskripif Tingkat Efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota 

Medan belum efektif karena 

dilihat dari realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan mengalami 

fluktuasi dari tahun 2011-

2015 tetapi tidak pernah 

mencapai target yang telah 

ditetapkan.Efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan mengalami 

penurunan yang signifikan 

pada tahun 2013 dan 

meningkat pada tahun 2014.  

Efektivitas penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan yang 

dilakukan oleh pihak Dinas 

Pendapatan Daerah Kota 

Medan kurang efektif, dapat 

dilihat dari realisasi 

penerimaannya tidak 

mencapai target yang telah 

ditetapkan , karena kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak. 

  

4. Hafsah,RF. 

Jurnal 

Pendidikan 

Akuntansi 2021) 

Analisis 

Pengendalian Intern 

Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Pada Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Kota Medan 

Deskriptif Perkembangan efektivitas 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

mengalami peningkatan 

ditahun 2011,hal ini 

disebabkan baru mengalami 

pemekaran sehingga PBB-P2 

diperoleh cukup besar, 

sedangkan tahun 2012-2014 

mengalami penurunan 

penerimaan,karena PBB-P2 

baru dialihkan ke daerah. 

Faktor yang menyebabkan 

belum tercapainya target 

penerimaan PBB-P2 karena 

masih banyaknya WP yang 

belum melunasi hutang 

pajaknya. Dan sistem 

pemungutannya belum 

berjalan dengan baik. 
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2.3 Kerangka Berfikir  

 Menurut Uma Sekaran dalam buku (Sugiono, 2018) Kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka 

kerangka Berfikir Konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Penerimaan pajak memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam 

membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu sumber 

pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berisfat memaksa 

berdasarkan perundang-undangan. (UU Nomor 28 tahun 2009).  

 Salah satu Pajak Daerah pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2). Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan 

perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan.  

Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil memiliki target 

yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan PBB-P2. Dalam penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu diketahui pula 

tingkat efektifitas dan kontribusi peneriman PBB-P2  terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Persentase Efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifnya 
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pemungutan PBB-P2, Sedangkan persentase kontribusi untuk mengetahui 

seberapa besar jumlah realiasasi PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. Adapun kerangka berfikir konseptual tersebut digambarkan sebagai 

berikut : 

 

    Kabupaten Aceh Singkil 

 

                           Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

                              Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

 

 

                                         Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 

 

 

 

                    Efektivitas   

 

 

 

 

  Pendapatan Asli Daerah 

   Kabupaten Aceh Singkil 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

    Kontribusi 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif . Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti fakta yang secara sistematis bedasarkan objek penelitian, fakta yang ada 

untuk dikumpulkan berdasarkan Angka dan diolah menjadi data, kemudian 

dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu 

kesimpulan (Hafsah, 2021) 

 Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menguraikan fenomena yang 

terjadi melalui angka serta menganalisis data. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapaan Asli Daerah (PAD) 

tahun 2017 sampai dengan 2021 pada badan pengeloaan keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil. 

3.2 Defenisi Operasional  Variabel 

 Menurut (Sugiono, 2018) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informdi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Tujuan 

utama defenisi operasional adalah untuk memberikan  defenisi pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, atau pun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut dan juga 
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untuk mempermudah pemahaman dalam peneliti. Adapun defenisi operasional 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

penerimaan Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor 

perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang direncanakan 

dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. 

Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan sangat efektif 

apabila telah mencapai 100%. 

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2)  adalah iuran atau sumbangan yang diberikan oleh penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal keberhasilan 

dalam mencapai tujuan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber 

ekonomi yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang 

sah dipungut berdasarkan aturan perundang-undangan. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil yang beralamat di Jalan Singkil-Rimo No.05, Pulo Sarok, 

Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2022 sampai 

dengan Mei 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

                                                     Tabel 3.1 
Rencana Jadwal Penelitian 

 

No 

 

Kegiatan 

Bulan 2022 

Februari Maret April Mei-Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                    

2 Riset Terdahulu                     

3 Penyusunan 

Proposal 

                    

4 Bimbingan 

Proposal 

                    

5 Seminar 

Proposal 

                    

6 Penyempurnaan 

Proposal  

                    

7 Penyusunan 

Skripsi 

                    

8 Bimbingan 

Skripsi 

                    

9 Sidang Meja 

Hijau 

                    

10 Penyempurnaan 

Skripsi 

                    

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Dokumentasi  

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi data target 

realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD dari Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2017 sampai dengan 2021.  

2. Interview (Wawancara)  

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan dan pengumpulan data 

yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi dengan mengajukan 

pertanyaan- pertanyaan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pihak yang berwenang secara 

langsung pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil . 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Wawancara 

No Variabel Sub variabel Nomor Butir 

1 Efektifitas 

Penerimaan PBB-P2 

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 

tahun 2017-2021  

1-2 

Masalah yang dihadapi dalam 

pemungutan PBB-P2 

3-4 

Kondisi Wajib Pajak yang 

membayar PBB-P2   

5-6 

2 Kontribusi 

penerimaan PBB-P2  

Kontribusi PBB-P2 dalam 

meningktan PAD 

7-8 

Faktor penyebab belum 

tercapainya target penerimaan 

PBB-P2  

9-10 

Upaya yang lakukan dalam 

mengurangi pernghindaran 

pajak  

11-12 

3 Peningkatan PAD Kendala yang dihadapi dalam 

pemungutan PAD 

13-14 

 

 

 

 Upaya yang dilakukan untuk 

meningktan Pendapatan Asli 

daerah Kabupaten Aceh Singkil 

15-16 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu 

metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data 

yang ada, kemudian menganalisis dan menginterprestasikan data sehingga 

memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusaaan. 

(Fahmi, 2021). Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

diteliti tentang data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan serta Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Singkil. Adapun Langkah- langkah dalam menganalisis data 

pada penelitian ini adalah : 

1.  Mengumpulkan informasi dan data mengenai target dan Realisasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan 

Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Melakukan perhitungan tingkat efektifvitas dengan membandingkan target 

dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 

3. Menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

berdasarkan kriteria yang diperoleh.  

4. Menganalisis upaya dalam mengurangi penghindaran pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil. 

5. Melakukan Pembahasan dan menarik kesimpulan . 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN  

4.1 Deskripsi Data  

 Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil yang bertugas dalam pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan  

lainnya didaerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten 

Aceh singkil. Pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dari dua sumber yaitu 

data primer yang diperolah dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dan data sekunder yaitu 

berupa dokumentasi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 

sampai dengan 2021. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil baik secara dokumentasi maupun wawancara. Menurut 

keterangan dari kepala bidang pendapatan pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) memiliki target yang telah ditetapkan sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah 

mencapai target yang telah ditetapkan.  Hal ini dikarenakan masih banyaknya WP 

yang tidak membayar pajaknya sehingga penerimaan pajak tersebut sangat minim  

Persentase realisasi yang dicapai >75% sehingga termasuk dalam kriteria tidak 

efektif.  
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 Berikut data target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan 

Pengeloaan Keauangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 - 2021 : 

Tabel 4.1 

Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 
Tahun Jumlah 

WP 

WP yang 

membayar 

WP yang 

tidak 

membayar 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

2017 34.598 4.325 30.273 750.000.000 261.639.581 

2018 36.971 5.124 31.847 3.000.000.000 655.115.771 

2019 37.335 8.688 28.647 2.000.000.000 701.714.063 

2020 33.664 8.307 25.357 1.300.000.000 882.810.636 

2021 36.799 4.698 32.101 1.900.000.000 847.130.696 

 Sumber:Bidang Pendapatan(Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil) 

Dari tabel 4.1 diatas, target penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada tahun 2017 

sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp 261.639.581, dengan kata lain 

target yang telah ditetapkan tidak tercapai.  Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000 

sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan kata lain target yang telah 

ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan 

realisasinya Rp 701.714.063, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak 

tercapai. Tahun 2020 sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 

847.810.636 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Dan 

pada tahun 2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 

882.130.696 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai 

Tabel tersebut juga menjelaskan kurangnya keadaran wajib pajak  dalam 

membayar kewajiban pajaknya. Karena terlihat jelas pada tahun 2017 sampai 

dengan 2021 masih banyaknya WP yang tidak membayar. Hal ini dapat 

mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.  
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4.2 Analisis Data 

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil 

Penerimaan  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten 

Aceh singkil realisasasinya tidak pernah mencapai target  yang telah 

ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2  dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Perhitungan Efektifitas penerimaan PBB-P2 sebagai berikut : 

Efektivitas  PBB-P2 Tahun 2017   =  
261.639.581

750.000.000
𝑥 100% 

                                                             =   34,89 % 

Efektivitas  PBB-P2 Tahun 2018   =  
655.115.771

3.000.000.000
𝑥 100% 

                                       =   21,84 % 

Efektivitas  PBB-P2 Tahun 2019  =  
701.714.063

2.000.000.000
𝑥 100% 

                                       =   35,09 % 

Efektivitas  PBB-P2 Tahun 2020   =  
882.810.636

1.300.000.000
𝑥 100% 

                                       =   67,91 %  

Efektivitas   = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2
𝑥 100% 
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Efektivitas  PBB-P2 Tahun 2021  =  
847.130.696

1.900.000.000
𝑥 100% 

                                      =   44,59 % 

 Berikut tabel efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan Kab.Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021 : 

Tabel 4.2 

Efektifitas Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

 

2017 750.000.000 261.639.581 34,89 % 

2018 3.000.000.000 655.115.771 21,84 % 

2019 2.000.000.000 701.714.063 35,09 % 

2020 1.300.000.000 882.810.636 67,91 % 

2021 1.900.000.000 847.130.696 44,59 % 

      Sumber:Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan 

PBB-P2 pada Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh singkil tahun 

2017 adalah 34,89 % , pada tahun 2018 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 

21,84% , pada tahun 2019 efektivitas penerimaan PBB-P2 Adalah 35,09 % , 

pada tahun 2020 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 67,91 % , dan pada 

tahun 2021 efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah 44,59. 

Dari uraian diatas menunjukkan bawah persentase penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2017s/d 

2021 > 75% maka termasuk dalam kriteria tidak efektif.  
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2. Analisis Kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil 

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2  dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Perhitungan Kontribusi penerimaan PBB-P2 sebagai berikut : 

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2017   =  
261.639.581

43.566.182.848 
𝑥 100% 

                                                      =   0,6  % 

 Kontribusi PBB-P2 Tahun 2018   =  
655.115.771

45.273.790.094
𝑥 100% 

                                        =   1,44 % 

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2019   =  
701.714.063

45.345.333.998
𝑥 100% 

                                      =   1,54% 

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2020   =  
882.810.636

46.159.844.475
𝑥 100% 

                                        =   1,91 % 

Kontribusi PBB-P2 Tahun 2021   =  
847.130.696

50.632.711.578
𝑥 100% 

                                        =   1,67 % 

Kontribusi  = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100% 
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 Berikut tabel besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil tahun 2017 s/d 

2021 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Realisasi PBB-P2 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Persentase 

 

2017 261.639.581 43.566.182.848 0,6  % 

2018 655.115.771 45.273.790.094 1,44 % 

2019 701.714.063 45.345.333.998 1,54 % 

2020 882.810.636 46.159.844.475 1,91 % 

2021 847.130.696 50.632.711.578 1,67 % 

      Sumber:Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2  

terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 sebesar 0,6 % , pada tahun 

2018 kontribusi PBB-P2 sebesar 21,84% , pada tahun 2019 kontribusi PBB-P2 

sebesar 1,54 % , pada tahun 2020 kontribusi PBB-P2 sebesar  1,91 % , dan 

pada tahun 2021 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67% 

Dari uraian diatas menunjukkan bawah besarnya kontribusi PBB-P2 

dari tahun 2017s/d 2021 tidak mencapai 10% setiap tahunnya maka termasuk 

dalam kriteria sangat kurang . 

3. Upaya Agar tidak terjadi  penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak  

Berikut data jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang membayar 

dan wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB-P2 Tahun 2017 s/d 2021 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Data Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

Tahun Jumlah WP yang 

Terdaftar 

Jumlah WP yang 

membayar 

Jumlah WP yang 

tidak Membayar 

2017 34.598 4.325 30.273 

2018 36.971 5.124 31.847 

2019 37.335 8.688 28.647 

2020 33.664 8.307 25.357 

2021 36.799 4.698 32.101 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat jelas bahwa kurangnya kesadaran WP 

atau menghindar dari kewajiban pajaknya, dapat dilihat pada tahun 2017 Wajib 

pajak yang terdaftar sebanyak 34.598, namum WP yang membayar hanya 

4.325. Tahun 2018 WP yang terdaftar sebanyak 36.971, namun WP yang 

membayar hanya sebanyak 5.124 . Tahun 2019 WP yang terdaftar sebanyak 

37.335, namun WP yang membayar hanya sebanyak 8.688. Tahun 2020 WP 

yang terdaftar sebanyak 33.664, namun WP yang membayar hanya sebanyak 

8.307. Tahun 2021 WP yang terdaftar sebanyak 36.779, namun yang 

membayar hanya sebanyak 4.698. artinyan masih banyak wajib pajak yang 

tidak membayar pajak setiap tahunnya.  

 Berdasarkan hasil wawancara  dengan kepala bidang pendapatan  kabupaten 

Aceh Singkil, dalam menganalisis Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 

perkotaan agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak, Badan pengelolaan 

keuangan kabupaten Aceh singkil harus melakukan upaya pengawasan 

langsung kelapangan dan memberikan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan 

persuasif yang dapat memberikan penjelasan kepada WP agar tidak terjadi lagi 

kecurangan  dalam pembayaran pajaknya.   
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4.2.1 Pembahasan 

1. Efektivitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

tahun 2017 sampai dengan 2021  

 Untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam merealisasikan 

dan menjalankan pemungutan pajaknya, maka dilakukan analisis efektivitas 

dengan cara menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kemampuan daerah dalam 

menjalanakan tugas dan tujuannya dikategorikan efektif apabila rasio 

mencapai 100%  (Sinambela, 2015) 

Berikut Tabel pertumbuhan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 

sampai 2021 : 

  Tabel 4.5 

Efektifitas Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

 

Kriteria  

2017 750.000.000 261.639.581 34,89 % Tidak Efektif  

2018 3.000.000.000 655.115.771 21,84 % Tidak Efektif  

2019 2.000.000.000 701.714.063 35,09 % Tidak Efektif  

2020 1.300.000.000 882.810.636 67,91 % Tidak Efektif 

2021 1.900.000.000 847.130.696 44,59 % Tidak Efektif 

      Sumber:Data Diolah 

Dari tabel 4.5 diatas, target penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat Pada 

tahun 2017 sebesar Rp.750.000.000 sedangkan realisasinya Rp.261.639.581 
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dengan persentase 34,89 sehingga termasuk kriteria tidak efektif.  Tahun 2018 

sebesar Rp.3.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 655.115.771, dengan 

persentase 21,84 %, sehingga termasuk kriteria tidak efektif. Tahun 2019 

sebesar Rp.2.000.000.000 sedangkan realisasinya Rp 701.714.063, dengan 

persentase 35,09 % sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif .Tahun 2020 

sebesar Rp 1.300.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 847.810.636 dengan 

persentasi 67,91% sehingga termasuk kriteria tidak efektif . Dan pada tahun 

2021 sebesar Rp 1.900.000.000 sedangkan realisasinya Rp. 882.130.696 

dengan persentase 44,59 sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. 

Secara keseluruhan dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 

2017 sampai dengan 2021 persentase penerimaan < 75% sehingga termasuk 

dalam kriteria tidak efektif . 

Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan karena kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya atau yang menghindar 

dari pemungutan pajaknya dan petugas pemungut pajak juga kurang efektif 

dalam melaksanakan tugasnya . Untuk itu Badan Pengelolaan keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan upaya agar mengurangi 

penghindaran pajak tersebut dengan melakukan pengawasan langsung dan  

memberikan banyak sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Lubis, 2018) dengan judul Analisis 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Medan, dimana Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Medan belum efektif, dapat dilihat dari realisasi 
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penerimaan Pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang telah 

ditetapkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan . 

 

2. Besarnya Kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 sampai dengan 2021  

 Menurut Handoko dalam (Abdullah, 2016b) “Analisis Kontribusi Pajak 

daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap 

pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah. 

Untuk melihat seberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan 

pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh singkil telah dilakukan perhitungan 

persentase kontribusi dan hasil kriteria yang dapat disimpulkan adalah sebagai  

berikut : 

Tabel 4.6 

Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun 2017-2021 

 

Tahun Realisasi PBB-P2 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Persentase 

 

kriteria 

2017 261.639.581 43.566.182.848 0,6  % Sangat Kurang 

2018 655.115.771 45.273.790.094 1,44 % Sangat Kurang 

2019 701.714.063 45.345.333.998 1,54 % Sangat Kurang 

2020 882.810.636 46.159.844.475 1,91 % Sangat Kurang  

2021 847.130.696 50.632.711.578 1,67 % Sangat Kurang 

      Sumber:Data Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat besarnya kontribusi PBB-P2  

terhadap PAD Kabupaten Aceh singkil tahun 2017 dengan persentase sebesar 

0,6 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi. Pada  tahun 2018 

kontribusi PBB-P2 sebesar 1,44 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang 

berkontribusi. Pada  tahun 2019 kontribusi PBB-P2 sebesar 1,54 % sehingga 

dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi.  Pada  tahun 2020 kontribusi 

PBB-P2 sebesar  1,91 % sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi, 

dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 s/d 2020 persentase mengalami 

peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan 

kontribusi PBB-P2 sebesar 1,67% sehingga dapat dikatakan sangat kurang 

berkontribusi . 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari hasil analisis data dan 

berdasarkan wawancara bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh 

singkil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih sangat kurang 

berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena 

keseluruhan persentase penerimaannya hanya mencapai rentang 0-10% 

sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021) 

dengan judul Analisis efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Diponorogo, dimana perhitungan kontribusi 

PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Diponogoro termasuk 

dalam kriteria kurang dalam kategori sangat kurang, rata-rata persentasenya 

sebesar 2,08%. 
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3. Upaya agar tidak terjadi lagi penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak (WP) 

  Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dilihat 

dari persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih 

banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.  

  Adapun upaya yang dilakukan Badan pengelolaan keuangan Kabupaten 

Aceh Singkil agar tidak terjadi lagi penghindaran pajak oleh WP dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan Sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak , 

seperti memberikan informasi bahwa pajak adalah salah satu kewajiban 

yang memberi manfaat  sebagai pembangunan daerah 

b) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam proses 

pembayaran  (online) 

c) Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat  

dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib Pajak. 

d) Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan , dan 

pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau penghindaran 

pajak. 

Upaya ini sangat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan partisipasi 

masyarakat yang harus dioptimalkan agar menimbulkan kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar tidak 
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mengurangi penghindaran pajak dengan memudahkan para wajib pajak 

melaporkan,membayar,dan menerima informasi dengan mudah tentang pajak . 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepala bidang pendapatan yakni 

bapak Wagiman,SE mengemukakan bahwa petugas pajak juga akan melakukan 

upaya dengan melaksanakan pendekatan dan memberi penjelasan mengenai 

pentingnya membayar pajak yang akan berdampak baik untuk masa depan 

walaupun dampaknya tidak langsung nampak tetapi sangat menguntungkan 

dikemudian hari, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak 

untuk melakukan dan mematuhi peraturan sesuai dengan prosedur dan 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Diharapkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaksanakan 

oleh Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan meningkatkan 

penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan berdampak 

baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh singkil. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021 nilai efektivitasnya >75%, sehingga termasuk 

dalam kriteria tidak efektif. 

3. Besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 sampai 

dengan 2021 kontribusinya hanya mencapai rentang 0-10% , sehingga 

termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. 

4. Upaya agar tidak terjadi Penghindaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan oleh Wajib Pajak adalah Memberikan sosialisasi atau 

pengawasan langsung kepada WP, meningkatkan pelayanan dan kemudahan 

dalam bentuk proses pembayaran (Online), meningkatkan efektivitas 

penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat  dalam rangka meningkatkan 
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kesadaran WP, dan Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, 

pendataan, dan pemungutan langsung agar tidak terjadi lagi kecurangan atau 

penghindaran pajak. 

 

5.2  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan diatas, agar pencapaian realisasi penerimaan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah semakin meningkat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan 

agar lebih optimal dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar realisasi penerimaanya dapat 

mencapai target. 

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan 

untuk dapat memberikan lebih banyak sosialisasi dan penyuluhan langsung 

kepada Wajib Pajak dan petugas pemungutan agar penerimaan pajak Bumi 

dan Bangunan lebih efektif dan dapat memberikan kinerja yang maksimal. 

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan 

agar dapat memperbaiki data pengalihan supaya penerimaan Pajak bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih optimal agar penerimaan lebih 

kompleks sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD 

Kabupaten Aceh Singkil. 

4. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diharapkan 

agar terus melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak 

agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian  

 Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan seperti data dokumen laporan 

realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan masih 

banyak yang belum dilakukan perbaikan dari masa pengalihan pajak pusat menjadi 

pajak daerah sehingga proses mengolah data memerlukan waktu sedikit lama. 
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LAMPIRAN 

Transkip Wawancara 

 

Nama Penulis    : Silvia Hijrah Wahyuni 

Responden/Narasumber  : Wagiman,S.E 

Jabatan    : Kepala Bidang Pendapatan  

Hari/Tanggal    : Rabu, 08 Juni 2022 

Waktu     : 09.000-10.00 

Tempat    : Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Singkil  

 

Pertanyaan  : 

1. Apa yang menjadi dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Pada Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil ? 

Narasumber: 

Yang menjadi dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-

Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan Qanun Kabupaten Aceh 

Singkil No.10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Qanun Kabupaten Aceh 

Singkil Nomor 10 tahun 2012  tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan. 

2. Apakah  penerimaaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 s/d 2021 sudah mencapai target ? 

Narasumber : 

Realisasi Penerimaan PBB-P2  dari tahun 2017 s/d 2021 setiap tahunnya 

mengalami peningkatan penerimaan akan tetapi penerimaannya belum 

mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil . 



54 

 
 

3. Apakah faktor penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak  bumi dan 

bangunan Perdesaan dan perkotaan ? 

Narasumber: 

 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga WP 

sering kali menghindar dari kewajiban pajaknya. 

 Belum ada perbaikan data dari semenjak pengalihan PBB-P2 yang 

awalnya  merupakan  pusat menjadi pajak daerah . 

 Kurang efektifnya petugas dalam melakukan pemungutan . 

4. Apakah semua wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ? 

Narasumber : 

Ada yang sudah melaksanakan dan juga ada wajib pajak yang belum 

melaksanakan kewajibann dalam membayar pajaknya. Jadi untuk itu Badan 

Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil akan melakukan pendekatan 

secara persuasif untuk menjelaskan manfaat dalam membayar pajak tersebut 

agar semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya . 

5. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan Kabupaten Aceh Singkil  tahun 2017 s/d 2021 ? 

Jawab :  

Jika dilihat dari data realisasi setiap tahunnya penerimaan PBB-P2 belum 

pernah mencapai target dengan persentase dibawah 75% artinya termasuk 

dalam kriteria  tidak efektif.  karena masih kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajaknya dan masih banyak WP yang menghindar serta 

belum ada perbaikan data selama masa pengalihan . 
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6. Apa penyebab tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil ? 

Narasumber : 

Masyarakat belum ada kesadaran atau menghindar dari kewajiban pajaknya, 

dan petugas pemungutan pajak juga dinilai kurang efektif dalam menjalankan  

tugasnya ,sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan masih dinilai kurang 

efektif. 

7. Seberapa besar Kontribusi penerimaaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil  pada tahun 2017 s/d 2021 ? 

Narasumber: 

Jika dilihat dari data perbandingan Penerimaan PBB-P2 dengan Penerimaan 

PAD persentase penerimaannya masih dibawah 10 %, sehingga termasuk 

kriteria kurang, artinya PBB-P2 masih kurang memberi sumbangan pada 

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 s/d 2021. 

8. Kenapa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

perkotaan di Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 

persentasenya masih dibawah 10% ? 

Narasumber :   

Karena masih banyaknya wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak 

Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, hal ini disebabkan karena 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 

serta belum adanya perbaikan data selama masa pengalihan. Pemerintah telah 

berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 dengan melakukan update 

data dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. 
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9. Apakah penerimaan PBB-P2 sangat mempengaruhi besarnya pendapatan Asli 

daerah sKabupaten Aceh singkil ? 

Narasumber : 

Tentunya sangat berpengaruh terhadap PAD karena PBB-P2 merupakan pajak 

daerah yang sangat berpotensi dalam pembangunan daerah sehingga target 

penerimaannya sangat diharapkan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil PBB-P2 merupakan target ke dua tertinggi diantara 

pajak daerah lainnya . 

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Singkil ? 

Narasumber : 

 Petugas masih kurang aktif,, sehingga pajak kurang tertagih. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak  

 WP sering menghindar  pada saat dilakukan pemungutan langsung  

11. Upaya apa saja yang dilakukan Badan pengelolaan keuangan Kabupaten aceh 

singkil  agar tidak terjadi penghindaran pajak ? 

Jawab : 

e) Memberikan Sosialisasi atau pengawasan langsung kepada wajib pajak , 

seperti memberikan informasi bahwa pajak adalah salah satu kewajiban 

yang memberi manfaat  sebagai pembangunan daerah 

f) Meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam proses 

pembayaran  (online) 

g) Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat  

dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib Pajak. 
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h) Berupaya untuk efektif dalam melakukan pemeriksaan, pendataan , dan 

pemungutan langsung . 

12. Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengeloaan Keaungan Kabupaten Aceh 

Singkil  dalam meningkatan penerimaan PBB-P2 ? 

Narasumber : 

Tentunya kami sangat berupaya untuk meningkatan penerimaan PBB-P2 agar 

realisasinya maksimal atau mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun 

upaya yang dilakukan untuk meninggakan penerimaan PBB-P2 adalah : 

 Cara instensifikasi, adalah mengefekfifkan pemungutan pajak dengan 

melakukan pembayaran secara online, dan meningkatkan pelayanan pajak 

secara keliling. 

 Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

penerimaan dengan cara menjaring Wajib pajak baru melalui pendataan dan 

pendaftaran atau menggali pajak baru . 

13. Apakah ada sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya ? jika ada 

berapa besar sanksi yang dikenakan ? 

Narasumber s: 

Sanksinya pasti ada. Setiap Wajib Pajak (WP)  yang tidak membayar atau telat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Singkil  akan dikenakan sanksi sebesar  2 %  per bulan.  

14. Adakah  sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak yang dilaksanakan 

dikabupaten Aceh Singkil ? 

Narasumber : 
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Tentu saja ada , yaitu seperti  melakukan pendekatan persuasif dengan cara 

merangkul dan menjelaskan kepada Wajib pajak untuk membayar pajaknya 

dengan menjelaskan pentingnya membayar pajak karena pajak tersebut sangat 

berpengaruh besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Aceh Singkil . 

Narasumber 

Kepala Bidang Pendapatan  

BPKK Aceh Singkil 
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